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Abstract 
Tabarru’ funds are charitable contributions pooled from 
participants in Islamic insurance to facilitate mutual risk-sharing 
based on the principle of ta‘āwun. Nevertheless, the management 
of tabarru’ funds remains a subject of discussion, particularly 
regarding ownership status and fund utilization, which raises 
concerns about compliance with Sharia principles. This study aims 
to analyze the management mechanism of tabarru’ funds in the 
Islamic insurance and reinsurance industry and to assess its 
conformity with the Fatwa of the National Sharia Council of the 
Indonesian Council of Ulama Number 53 of 2006 on Tabarru’ Contracts in 
Islamic Insurance and Reinsurance. Using a qualitative method with a 
normative legal approach and a case study design, the research 
focuses on PT Asuransi Takaful Keluarga. Data were collected 
from regulatory documents, legal provisions, and institutional 
practices and analyzed descriptively. The findings indicate that 
tabarru’ fund management has been implemented in accordance 
with Sharia principles through transparency, accountability, and 
the segregation of participants’ funds from company funds. 
Furthermore, the mechanisms for fund collection, administration, 
utilization, and distribution are consistent with the provisions 
stipulated in the fatwa. These findings imply that Sharia-compliant 
tabarru’ fund management enhances participants’ trust, strengthens 
Sharia governance, and supports the sustainable development of 
the Islamic insurance and reinsurance industry in Indonesia. 

 
INTRODUCTION 

Asuransi syariah merupakan salah satu instrumen manajemen risiko dalam 
sistem keuangan Islam yang dibangun atas prinsip ta‘āwun (tolong-menolong), takaful 
(saling menanggung), dan risk sharing antarpeserta. Berbeda dengan asuransi 
konvensional yang menggunakan mekanisme risk transfer, asuransi syariah 
menempatkan peserta sebagai pihak yang secara kolektif menanggung risiko melalui 
kontribusi dana yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Model ini dikembangkan 
untuk menghadirkan sistem perlindungan yang terhindar dari unsur gharar, maysir, dan 
riba, sekaligus mewujudkan nilai keadilan, transparansi, dan solidaritas sosial dalam 
aktivitas ekonomi (Baihaqqi & Nuzula, 2022; Mubarroq & Latifah, 2023; Panggabean 
& Tanjung, 2022). Seiring dengan perkembangan industri keuangan syariah global 
dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap instrumen perlindungan yang 
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sesuai dengan prinsip Islam, asuransi syariah terus berkembang dan menjadi salah 
satu sektor penting dalam mendukung stabilitas ekonomi serta memberikan 
perlindungan terhadap berbagai risiko kehidupan. 

Salah satu elemen utama dalam operasional asuransi syariah adalah dana 
tabarru’, yaitu dana hibah yang dihimpun dari peserta untuk membantu peserta lain 
yang mengalami musibah. Dana tabarru’ merupakan implementasi prinsip solidaritas 
dan saling menanggung dalam Islam. Kontribusi yang diberikan peserta tidak semata-
mata ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan 
kolektif seluruh peserta (Fadilah & Makhrus, 2019). Dalam mekanisme tersebut, 
perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai pengelola (operator) yang menerima 
amanah untuk mengadministrasikan, menginvestasikan, dan mendistribusikan dana 
sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan 
pemisahan dana peserta dari dana perusahaan menjadi aspek fundamental dalam 
menjaga kepercayaan peserta serta menjamin keberlanjutan industri asuransi syariah 
(Jairin, 2021; Nabila & Zainarti, 2025). 

Dalam konteks regulasi di Indonesia, pengelolaan dana tabarru’ mengacu pada 
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 53 Tahun 2006 
tentang Akad Tabarru’ pada Asuransi dan Reasuransi Syariah. Fatwa tersebut 
menegaskan bahwa akad tabarru’ merupakan akad hibah yang bertujuan untuk saling 
membantu antarpeserta, bukan untuk kepentingan komersial (Karimullah, 2025; 
Suardi, 2021). Selain itu, fatwa tersebut mengatur kedudukan perusahaan sebagai 
pengelola dana, mekanisme pembayaran klaim, pengelolaan surplus underwriting, 
serta penanggulangan defisit dana melalui mekanisme yang sesuai dengan prinsip 
syariah. Keberadaan fatwa tersebut menjadi landasan normatif bagi penerapan 
kepatuhan syariah (sharia compliance) dalam operasional perusahaan asuransi dan 
reasuransi syariah (Hafizd, 2021; Hafizd et al., 2025). Dengan demikian, fatwa 
tersebut juga berperan dalam memperkuat tata kelola perusahaan dan melindungi 
hak-hak peserta. 

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji pengelolaan dana tabarru’ dalam 
industri asuransi syariah. Pengelolaan dana tabarru’ dilaksanakan berdasarkan prinsip 
syariah melalui pemisahan dana peserta, dana perusahaan, dan dana tabarru’, sehingga 
mendukung pelaksanaan fungsi dana tersebut sebagai instrumen tolong-menolong 
antarpeserta (Hafizd et al., 2025; Mansyur, 2020). Efektivitas pengelolaan dana 
tabarru’ juga dipengaruhi oleh kualitas tata kelola perusahaan dan efektivitas 
pengawasan syariah (Rolianah, 2020). Secara keseluruhan, temuan penelitian tersebut 
menunjukkan bahwa dana tabarru’ tidak hanya berfungsi sebagai instrumen 
perlindungan risiko, tetapi juga menjadi salah satu aspek penting dalam mengevaluasi 
kepatuhan syariah perusahaan asuransi. 

Kualitas pengelolaan dana tabarru’ berkaitan erat dengan transparansi informasi, 
akuntabilitas pengelolaan, serta efektivitas penerapan regulasi dan pengawasan 
syariah. Tata kelola yang baik merupakan faktor penting dalam menjaga 
keberlangsungan perusahaan takaful, sedangkan sharia governance berperan dalam 
menjaga integritas industri keuangan syariah (Erba & Nofrianto, 2022; Fanshurna, 
2022). Temuan tersebut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap penerapan 
ketentuan syariah dalam pengelolaan dana tabarru’ untuk memastikan tercapainya 
tujuan perlindungan, keadilan, dan kemaslahatan dalam sistem asuransi Syariah 
(Karimullah, 2025; Suardi, 2021). 

Meskipun demikian, kajian terdahulu menunjukkan adanya persoalan terkait 
kesesuaian antara konsep normatif akad tabarru’ dan implementasinya dalam praktik 
industri. Terdapat ketidaksesuaian antara konsep akad tabarru’ sebagai hibah yang 
tidak dapat ditarik kembali dan praktik industri yang memungkinkan peserta 
memperoleh manfaat ekonomi tertentu melalui mekanisme surplus underwriting atau 
bentuk manfaat lainnya (Farhana, 2024). Temuan tersebut menunjukkan perlunya 
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kajian lebih lanjut untuk memahami kesesuaian praktik pengelolaan dana tabarru’ 
dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, penelitian mengenai kesesuaian 
pengelolaan dana tabarru’ dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 
Indonesia Nomor 53 Tahun 2006 masih relevan untuk dilakukan, khususnya pada 
perusahaan asuransi syariah yang memiliki pengalaman dalam mengelola dana 
peserta, seperti PT Asuransi Takaful Keluarga. 

Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada implementasi pengelolaan dana 
tabarru’, fungsi dana dalam pembayaran klaim, tata kelola perusahaan, dan penerapan 
prinsip syariah secara umum. Namun, kajian yang secara khusus mengevaluasi 
kesesuaian mekanisme penghimpunan, pengelolaan, pemanfaatan, dan distribusi dana 
tabarru’ berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 
53 Tahun 2006 masih perlu dikembangkan. Secara khusus, diperlukan analisis yang 
menghubungkan ketentuan normatif dalam fatwa dengan praktik pengelolaan dana 
tabarru’ pada perusahaan asuransi syariah. Aspek ini penting untuk mengidentifikasi 
bentuk kesesuaian maupun potensi kesenjangan antara ketentuan syariah dan 
pelaksanaannya dalam operasional perusahaan. 

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap 
mekanisme pengelolaan dana tabarru’ pada PT Asuransi Takaful Keluarga dengan 
menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 53 
Tahun 2006 sebagai kerangka analisis utama. Berbeda dengan penelitian terdahulu 
yang cenderung membahas pengelolaan dana tabarru’ secara umum, penelitian ini 
mengintegrasikan pendekatan empiris dan hukum normatif untuk mengevaluasi 
kesesuaian praktik penghimpunan, pengelolaan, pemanfaatan, dan distribusi dana 
tabarru’ dengan ketentuan syariah yang berlaku. Pendekatan ini diharapkan dapat 
memberikan pemahaman yang lebih terarah mengenai penerapan ketentuan fatwa 
dalam praktik pengelolaan dana tabarru’ pada perusahaan asuransi syariah. 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai tata kelola dana 
tabarru’ dalam perspektif hukum ekonomi syariah sekaligus memperkuat kajian 
tentang implementasi fatwa dalam industri keuangan syariah. Secara praktis, hasil 
penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan asuransi dan reasuransi 
syariah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah dalam 
pengelolaan dana peserta. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi 
regulator, Dewan Pengawas Syariah, dan masyarakat dalam memperkuat kepercayaan 
terhadap industri asuransi syariah serta mendorong pengembangan tata kelola yang 
lebih efektif dan berkelanjutan. 

Berdasarkan pentingnya tata kelola dana tabarru’ dalam menjaga kepatuhan 
syariah serta perlunya evaluasi terhadap kesesuaian antara ketentuan normatif dan 
praktik pengelolaannya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme 
pengelolaan dana tabarru’ pada PT Asuransi Takaful Keluarga dan mengevaluasi 
kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 
Nomor 53 Tahun 2006 tentang Akad Tabarru’ pada Asuransi dan Reasuransi Syariah. 
Penelitian ini secara khusus mengkaji penerapan mekanisme pengelolaan dana 
tabarru’, bentuk kepatuhan syariah yang diterapkan perusahaan, serta kesesuaian 
pelaksanaan operasionalnya dengan ketentuan dalam fatwa tersebut. 
 
METHODS 

Penelitian ini dirancang untuk menganalisis mekanisme pengelolaan dana 
tabarru’ pada industri asuransi syariah serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan Fatwa 
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 53 Tahun 2006 tentang 
Akad Tabarru’ pada Asuransi dan Reasuransi Syariah. Mengingat fokus penelitian 
berada pada praktik pengelolaan dana dan kesesuaiannya dengan norma hukum 
syariah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memungkinkan 
peneliti memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses, kebijakan, dan 
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implementasi pengelolaan dana tabarru’ dalam konteks kelembagaan yang nyata. 
Pendekatan ini juga relevan untuk mengkaji fenomena hukum dan praktik 
operasional secara komprehensif melalui analisis terhadap data empiris dan normatif 
yang saling melengkapi (Denny & Weckesser, 2022; Takona, 2024). 
Metode dan Jenis  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum 
normatif (normative legal research) yang dipadukan dengan studi kasus (case study). 
Pendekatan hukum normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan yang diatur 
dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 53 Tahun 
2006 sebagai standar penilaian atas praktik pengelolaan dana tabarru’, sedangkan studi 
kasus digunakan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai implementasi 
pengelolaan dana tersebut pada PT Asuransi Takaful Keluarga. Penggunaan kedua 
pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya menjelaskan praktik yang 
terjadi, tetapi juga mengevaluasi tingkat kesesuaiannya dengan prinsip dan ketentuan 
syariah yang berlaku (Baxter & Jack, 2015; Engkizar et al., 2026; Kächele, 2018). 
Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada PT Asuransi Takaful Keluarga yang dipilih secara 
purposif karena merupakan salah satu perusahaan asuransi syariah pionir di Indonesia 
yang menerapkan mekanisme dana tabarru’ dalam operasional bisnisnya. Pemilihan 
lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perusahaan memiliki pengalaman 
yang relatif panjang dalam pengelolaan dana peserta serta telah menerapkan sistem 
tata kelola syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Dengan demikian, 
lokasi penelitian dinilai representatif untuk menggambarkan implementasi akad 
tabarru’ dalam praktik industri asuransi syariah. 
Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian memanfaatkan data primer dan data sekunder. Data primer 
diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang memiliki kompetensi dan 
keterlibatan langsung dalam pengelolaan serta pengawasan dana tabarru’, yaitu 
Sekretaris Dewan Pengawas Syariah PT Asuransi Takaful Keluarga. Sementara itu, 
data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup fatwa, regulasi, 
buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen perusahaan yang relevan 
dengan pengelolaan dana tabarru’. Kombinasi kedua sumber data tersebut digunakan 
untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai aspek normatif 
sekaligus implementatif dari objek penelitian (Gerring, 2017; Sawatsky et al., 2019). 
Instrumen  

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti (human instrument) yang 
berperan dalam mengumpulkan, menginterpretasikan, dan menganalisis data. Untuk 
mendukung proses tersebut, digunakan pedoman wawancara, catatan lapangan, serta 
dokumentasi berbagai regulasi dan dokumen kelembagaan yang berkaitan dengan 
pengelolaan dana tabarru’. Penggunaan instrumen ini memungkinkan data yang 
diperoleh dapat menggambarkan secara mendalam praktik pengelolaan dana tabarru’ 
sekaligus mengidentifikasi kesesuaiannya dengan ketentuan syariah yang berlaku. 
Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles, 
Huberman, dan Saldaña. Data hasil wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan 
terlebih dahulu diseleksi dan dikelompokkan berdasarkan tema penelitian, kemudian 
disajikan secara sistematis untuk memudahkan proses interpretasi. Selanjutnya, data 
dianalisis dengan membandingkan praktik pengelolaan dana tabarru’ pada PT 
Asuransi Takaful Keluarga dengan ketentuan yang diatur dalam Fatwa Dewan 
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 53 Tahun 2006. Teknik ini dipilih 
karena mampu menghasilkan evaluasi yang mendalam terhadap aspek kesesuaian 
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hukum dan praktik pengelolaan dana tabarru’ dalam industri asuransi Syariah 
(Bingham, 2023; Engkizar et al., 2024; Lungu, 2022). 

 
Keabsahan Data 

Keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber, yaitu 
membandingkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan berbagai 
dokumen, regulasi, dan literatur yang relevan. Triangulasi digunakan untuk 
meningkatkan validitas dan kredibilitas temuan penelitian sehingga kesimpulan yang 
dihasilkan tidak hanya didasarkan pada satu sumber informasi, melainkan didukung 
oleh berbagai bukti yang saling menguatkan (Gerring, 2017; Renjith et al., 2021). 
Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa analisis mengenai kesesuaian 
pengelolaan dana tabarru’ dengan ketentuan fatwa dilakukan secara objektif dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara akademis. 
 
RESULT AND DISCUSSION 

Takaful Keluarga merupakan pelopor perusahaan asuransi jiwa syariah di 
Indonesia. Mulai beroperasi sejak tahun 1994, Takaful Keluarga mengembangkan 
berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan berasuransi sesuai dengan prinsip 
syariah, meliputi perlindungan jiwa, perlindungan kesehatan, perencanaan pendidikan 
anak, perencanaan hari tua, serta layanan sebagai mitra dalam perencanaan investasi. 

Dalam upaya meningkatkan kualitas operasional dan pelayanan, Takaful 
Keluarga telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 dari Det Norske Veritas 
(DNV), Norwegia, pada November 2009 sebagai standar internasional untuk sistem 
manajemen mutu. Takaful Keluarga terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) serta memiliki tenaga pemasaran yang berlisensi dari Asosiasi 
Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI). 

Secara keseluruhan, prestasi yang telah diraih oleh PT Asuransi Takaful 
Keluarga dari waktu ke waktu menunjukkan kinerja perusahaan yang baik. Hal ini 
tercermin dari berbagai penghargaan bergengsi yang berhasil diperoleh perusahaan 
dari sejumlah institusi yang diakui secara luas dalam industri. 
Analisis Praktik Pengelolaan Dana Tabarru’ pada PT Asuransi Takaful 
Keluarga 

Implementasi pengelolaan dana tabarru’ pada PT Asuransi Takaful Keluarga 
berpedoman pada Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang 
Pedoman Umum Asuransi Syariah. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa asuransi 
syariah merupakan usaha saling tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui 
investasi dalam bentuk aset dan/atau dana tabarru’ yang memberikan pola 
pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu dengan menggunakan akad yang 
sesuai dengan prinsip syariah. 

Sementara itu, pengelolaan dana tabarru’ berpedoman pada Fatwa DSN-MUI 
Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru’ pada Asuransi dan 
Reasuransi Syariah. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa peserta memberikan dana 
secara sukarela untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah, sedangkan 
perusahaan bertindak sebagai pengelola dana berdasarkan akad wakalah. Ketentuan 
dalam fatwa tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan praktik pengelolaan dana 
tabarru’ pada PT Asuransi Takaful Keluarga. 

Hal ini sejalan dengan isi Fatwa DSN-MUI Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 
yang menyatakan bahwa penyelenggaraan asuransi syariah dan reasuransi syariah 
hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah. Selain 
itu, pembukuan dana tabarru’ harus dikelola secara terpisah dari pembukuan dana 
lainnya. 

Penggunaan dana tabarru’ juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
(POJK) Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi 



Rizma, R., Marzuki, I. 

Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam 

Vol. 9, No. 1, pp. 67-78, 2025 

 

72 

 

  

Perusahaan Perasuransian. Perusahaan diwajibkan menjalankan amanah tersebut 
untuk memastikan bahwa dana tabarru’ yang diterima dari peserta dikelola sesuai 
dengan akad yang telah disepakati. Sementara itu, bagi peserta yang tidak memenuhi 
kewajiban pembayaran atau berhenti di tengah masa perjanjian, ketentuan mengenai 
keberlakuan dana dan hak atas klaim perlu mengacu pada akad serta ketentuan polis 
yang berlaku. 

Kontribusi peserta merupakan bentuk gotong royong, yaitu setiap anggota 
memberikan kontribusi dana kepada perusahaan asuransi dan berhak menerima 
manfaat sesuai dengan perjanjian kontrak. Perkembangan keuangan yang menjadi hak 
masing-masing anggota bergantung pada ketentuan perjanjian dan mekanisme 
pengelolaan yang diterapkan oleh perusahaan asuransi. Dengan demikian, hak dan 
kewajiban para pihak merupakan konsekuensi dari perjanjian yang disepakati oleh 
kedua belah pihak (Rohmati et al., 2018; Romdhani & Mujib, 2022). 

Pada PT Asuransi Takaful Keluarga, besarnya premi yang dibayarkan 
bergantung pada produk yang dipilih, jenis asuransi, dan jaminan yang diberikan. 
Pembayaran premi dilakukan setelah polis asuransi diterbitkan sebagai bukti kontrak 
perjanjian tertulis yang telah disepakati oleh para pihak. 

Perusahaan pengelola juga melakukan investasi untuk mengembangkan dana 
sesuai dengan ketentuan dan akad yang berlaku, guna meningkatkan produktivitas 
dana tabarru’. Investasi tersebut dilakukan pada instrumen investasi syariah yang 
tercatat dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK). Apabila investasi menghasilkan keuntungan, hasilnya akan 
dibagikan antara peserta dan pengelola sesuai dengan akad yang digunakan. 
Pembagian hasil tersebut dapat dilakukan berdasarkan akad mudharabah atau 
mudharabah musytarakah, sedangkan pengelola dapat memperoleh ujrah atau fee 
berdasarkan akad wakalah bil ujrah. Dalam konteks pengelolaan asuransi syariah, 
surplus yang berkaitan dengan pendapatan dan beban klaim dikenal sebagai surplus 
underwriting. 

Surplus underwriting dana tabarru’ dibagi menjadi tiga bagian, yaitu untuk 
pengelola, untuk peserta, dan untuk cadangan dana tabarru’ yang digunakan untuk 
pembayaran klaim. Bagian surplus underwriting untuk peserta diberikan sesuai dengan 
ketentuan dan akad yang telah disepakati, termasuk apabila tidak terjadi klaim hingga 
berakhirnya masa perjanjian. Meskipun prinsip syariah tidak memperbolehkan 
pengembalian dana tabarru’ yang telah dihibahkan, Fatwa DSN-MUI Nomor 
53/DSN-MUI/III/2006 memberikan alternatif pengaturan yang sesuai dengan 
prinsip syariah apabila terjadi surplus underwriting. 

Menurut informan, pembagian surplus tersebut tidak disebut sebagai 
pengembalian dana karena dana tabarru’ memiliki karakteristik hibah dan dana yang 
telah diberikan tidak dapat diambil kembali oleh peserta. Pendapatan yang diperoleh 
peserta bukan berasal dari pengembalian dana tabarru’, melainkan dari pembagian 
surplus underwriting dana tabarru’ sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Meskipun dana tabarru’ tidak selalu mengalami surplus underwriting, peningkatan 
klaim yang dibebankan pada dana tersebut dapat mengakibatkan defisit underwriting. 
Apabila terjadi kekurangan dana untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim, 
perusahaan akan memberikan pembiayaan berdasarkan akad qardh, yaitu pinjaman 
yang wajib dikembalikan tanpa tambahan. Pembiayaan qardh ini disediakan oleh 
perusahaan sebagai bentuk dukungan pendanaan apabila terjadi defisit underwriting pada 
dana tabarru’ (Ghazali, 2018; Kurniawati et al., 2025). Dana tersebut digunakan untuk 
menutupi kekurangan dana tabarru’ sehingga klaim yang diajukan peserta dapat 
dipenuhi. Pinjaman tersebut kemudian dikembalikan kepada perusahaan apabila dana 
tabarru’ telah mengalami surplus underwriting pada periode berikutnya. 

Hal inilah yang membedakan konsep asuransi syariah dari asuransi 
konvensional. Dalam asuransi syariah, apabila terjadi defisit dana tabarru’, pengelola 
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berkewajiban menanggulangi kekurangan tersebut melalui mekanisme pinjaman 
sementara. Namun, pinjaman tersebut tetap merupakan kewajiban yang harus 
dikembalikan kepada pihak yang memberikan pembiayaan, dalam hal ini perusahaan 
asuransi, melalui pemulihan dana tabarru’ pada periode berikutnya sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. Mekanisme ini mencerminkan prinsip kebersamaan di antara 
para peserta yang, meskipun tidak saling mengenal, memiliki tujuan yang sama 
melalui akad tabarru’. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini, PT Asuransi 
Takaful Keluarga sampai saat penelitian dilakukan belum pernah mengalami defisit 
underwriting. Hal ini dikaitkan dengan laporan keuangan tahunan perusahaan yang 
menunjukkan bahwa pada tahun 2023, saldo akhir dana tabarru’ tercatat sebesar 
Rp146.911.000.000 (seratus empat puluh enam miliar sembilan ratus sebelas juta 
rupiah). Saldo tersebut dinilai mampu mendukung pemenuhan klaim yang diajukan 
peserta. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana pada PT Asuransi Takaful 
Keluarga dinilai efektif dan efisien (Kurniawati et al., 2025; Nisar & Farooq, 2021). 
Analisis Praktik Pengelolaan Dana Tabarru’ pada PT Asuransi Takaful 
Keluarga dan Kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 53/DSN-
MUI/III/2006 

Setelah melakukan wawancara dengan narasumber mengenai praktik 
pengelolaan dana tabarru’ pada PT Asuransi Takaful Keluarga, penulis memperoleh 
informasi yang selanjutnya dianalisis untuk mengevaluasi kesesuaian praktik 
pengelolaan tersebut dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 
tentang Akad Tabarru’ pada Asuransi dan Reasuransi Syariah. Hasil analisis disajikan 
dalam tabel berikut. 

Tabel 1. Kesesuaian Praktik Pengelolaan Dana Tabarru’ pada PT Asuransi 
Takaful Keluarga dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 

Ketentuan Fatwa Praktik Keterangan 

Akad tabarru’ merupakan akad 
yang harus melekat pada 
semua produk asuransi dan 
dilakukan antarpeserta 
pemegang polis. Asuransi yang 
dimaksud meliputi asuransi 
jiwa, asuransi kerugian, dan 
reasuransi. 

Akad tabarru’ telah melekat 
pada semua produk PT 
Asuransi Takaful Keluarga dan 
dilakukan antarpeserta 
pemegang polis. 

Sesuai 

Akad tabarru’ pada asuransi 
syariah dilakukan dalam 
bentuk hibah dengan tujuan 
kebajikan dan tolong-
menolong antarpeserta, bukan 
untuk tujuan komersial. 
Dalam akad tersebut, peserta 
memberikan dana hibah yang 
akan digunakan untuk 
membantu peserta lain yang 
tertimpa musibah. Perusahaan 
asuransi bertindak sebagai 
pengelola dana hibah 
berdasarkan akad wakalah dari 
para peserta, selain dalam 
pengelolaan investasi. 

Dana tabarru’ pada PT Asuransi 
Takaful Keluarga dikelola oleh 
perusahaan dan digunakan 
untuk membantu peserta atau 
pemegang polis yang 
mengalami musibah sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 
Kepemilikan dana berada 
secara kolektif pada peserta, 
sedangkan perusahaan 
bertindak sebagai pengelola 
dengan mengedepankan 
transparansi. 

Sesuai 

Pembukuan dana tabarru’ 
harus terpisah dari dana 

Pada PT Asuransi Takaful 
Keluarga, pembukuan dana 

Sesuai 
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lainnya. tabarru’ memiliki catatan 
tersendiri dan terpisah dari 
pembukuan dana lainnya. 

Hasil investasi dari dana 
tabarru’ menjadi hak kolektif 
peserta dan dibukukan dalam 
akun tabarru’. Dari hasil 
investasi tersebut, perusahaan 
asuransi dapat memperoleh 
bagi hasil berdasarkan akad 
mudharabah atau mudharabah 
musytarakah, atau memperoleh 
ujrah (fee) berdasarkan akad 
wakalah bil ujrah. 

Hasil investasi dari dana tabarru’ 
pada PT Asuransi Takaful 
Keluarga dibagikan sesuai 
dengan akad yang telah 
disepakati antara peserta dan 
pengelola. Sesuai 

Jika terdapat surplus underwriting 
atas dana tabarru’, terdapat 
beberapa alternatif 
pengalokasian, yaitu untuk 
pengelola, untuk peserta, dan 
untuk cadangan dana tabarru’ 
yang digunakan untuk 
pembayaran klaim. Alternatif 
yang dipilih harus disetujui 
terlebih dahulu oleh peserta 
dan dituangkan dalam akad. 

Pada PT Asuransi Takaful 
Keluarga, apabila terjadi surplus 
underwriting pada dana tabarru’, 
surplus tersebut dibagi menjadi 
tiga bagian, yaitu untuk 
pengelola, untuk peserta, dan 
untuk cadangan dana tabarru’ 
yang digunakan untuk 
pembayaran klaim. Pembagian 
tersebut dinyatakan telah 
disepakati sejak awal 
berdasarkan akad. 

Sesuai 

Jika terjadi defisit underwriting 
atas dana tabarru’, perusahaan 
asuransi wajib menanggulangi 
kekurangan tersebut dalam 
bentuk qardh (pinjaman). 

Berdasarkan informasi yang 
diperoleh dalam penelitian, PT 
Asuransi Takaful Keluarga 
sampai saat penelitian 
dilakukan belum pernah 
mengalami defisit underwriting. 

Sesuai 
berdasarkan 
informasi yang 
diperoleh; 
penerapan 
mekanisme qardh 
belum dapat 
dievaluasi melalui 
kejadian defisit 
aktual. 

Sumber: Fatwa DSN-MUI Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 dan hasil analisis penelitian. 
Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik 

pengelolaan dana tabarru’ pada PT Asuransi Takaful Keluarga dinilai telah sesuai 
dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad 
Tabarru’ pada Asuransi dan Reasuransi Syariah. Kesesuaian tersebut terlihat dari 
penerapan akad tabarru’ pada produk asuransi, pengelolaan dana untuk membantu 
peserta yang mengalami musibah, pemisahan pembukuan dana tabarru’ dari dana 
lainnya, pembagian hasil investasi berdasarkan akad yang disepakati, serta pengaturan 
alokasi surplus underwriting (Istiqomah, 2025; Mahyudin et al., 2025; Muchasan et al., 
2023). Selain itu, berdasarkan informasi penelitian, perusahaan belum pernah 
mengalami defisit underwriting. Secara keseluruhan, praktik pengelolaan dana tersebut 
dinilai telah berpedoman pada prinsip-prinsip syariah dan mendukung pengelolaan 
dana yang efektif dan efisien (Abdulkadir & Halima Ibrahim Bature, 2025; Nandra & 
Kurniawan, 2024). 
 
CONCLUSION 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana tabarru’ pada PT 
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Asuransi Takaful Keluarga telah dilaksanakan berdasarkan prinsip ta‘āwun (tolong-
menolong) dan akad hibah yang bertujuan untuk membantu antarpeserta dalam 
menghadapi risiko, tanpa berorientasi pada kepentingan komersial. Mekanisme 
penghimpunan, pengelolaan, pemanfaatan, dan distribusi dana tabarru’ juga 
mencerminkan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pemisahan dana 
peserta dari dana perusahaan. Berdasarkan temuan tersebut, praktik pengelolaan dana 
tabarru’ pada PT Asuransi Takaful Keluarga dinilai telah sesuai dengan Fatwa Dewan 
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang 
Akad Tabarru’ pada Asuransi dan Reasuransi Syariah karena berlandaskan prinsip-
prinsip syariah dan mengedepankan semangat tolong-menolong antarpeserta. 

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kesesuaian mekanisme 
pengelolaan dana tabarru’ dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 
melalui studi kasus pada PT Asuransi Takaful Keluarga. Kajian ini memberikan 
gambaran yang lebih spesifik mengenai implementasi ketentuan fatwa dalam praktik 
industri asuransi syariah. Implikasi penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip 
dan ketentuan syariah dalam pengelolaan dana tabarru’ dapat mendukung penguatan 
tata kelola perusahaan, meningkatkan kepercayaan peserta, serta mendorong 
keberlanjutan industri asuransi dan reasuransi syariah sesuai dengan prinsip hukum 
ekonomi Islam. 

Berdasarkan hasil penelitian, PT Asuransi Takaful Keluarga disarankan untuk 
terus memperkuat penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas guna memastikan 
bahwa setiap transaksi dan penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan serta 
diaudit secara jelas. Selain itu, penerapan manajemen risiko yang efektif, termasuk 
diversifikasi investasi dan pemilihan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip 
syariah, perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk meminimalkan potensi kerugian 
serta menjaga keberlanjutan pengelolaan dana tabarru’. Penelitian ini masih memiliki 
keterbatasan sehingga diperlukan pengembangan lebih lanjut. Oleh karena itu, 
penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji aspek lain dalam pengelolaan dana 
tabarru’, memperluas objek penelitian, atau menggunakan pendekatan yang berbeda 
untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif serta menjawab 
permasalahan baru yang berkembang dalam industri asuransi syariah. 
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